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BU_PZ;ATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
- NOMOR § TAHUN 2016

'~ TENTANG

PELAKSANAAN BEBERAPA PASAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BitiPA'rI TAPANULI TENGAH,
Menimbang o bahwa untuk menmdaklanjutl ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten ° Tapanuh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Kepdla Desa, perlu mengatur Beberapa Pasal Peraturan
Daerah KabUpaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam suatu Peraturan
Bupat1 Tapanuh Tengah

Mengingat : 1. Paéal : 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4 Indonesm Tahun 1945;

2. UndangiUndang ‘Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemermtah Pengganti Undang-Undang Nomor 4

. ‘Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tapanuli
'Tenﬁah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.
L Tahun 1956 ‘rentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
- di Prop1n31 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
| Indones}a Tahun. 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96,

| Tambahan Lembaran Negara Republik Indone81a Nomor 2689);
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Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

_ Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik
L "Indones1a Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indone31a Nomor 5234);

- Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran- Negara Repu‘l;)hk Indonesia Nomor 5459);

Undang-Uhc_la;lg' Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
. Daerah ;(Lémbafah Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 2]44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
‘- ..Nomor 5587) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
'VPemermt’ah Penggant1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

o Republik’ .Indones1a Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan:
'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Unda;rig'@ .U'n_dan.g' Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan; Pemeginfcak} Pengganti 'Undang-Undang Nomor 2

'-Tahun 2014 tenfang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan  Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nornor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

i Indones1a Nomor 5657);

Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelalisanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang E{Desé (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Némor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

g Indonesm Nomor 5539);

.'.Peraturaxll Menterl Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Permhhan Kepala Desa (Berita Negara Republik

'Indones1a Tahun 2014’Nomor 2092),

Peréturafl' Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonema Tahun 2014 Nomor 2093).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun

2016 tenténg Pemilihan Kepala Desa.
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MEMUTUSKA.N

Menetapkan PERATURAN BUP’ATI TENTANG BEBERAPA PASAL PERATURAN

DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMILlHAN KEPALA DESA

o BAB1I
+/{ \KETENTUAN UMUM

" Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati‘ ini":ya:ng dimaksud denga.n:

1'.

2.

'daerahotonom l o 5

Daerah adaldh Kabupaten Tapanuh Tengah

Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
|

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas oOtonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan pr1n.>1p NegaraiKesatuan Repubhk Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam undang undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945.

Pemermtah Daerah adalah Bupatr sebagal unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memlmpm pelakoana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan . -

: R . . Ly ) (
. !.' ‘ .|| ;

Bupat1 adalah Bupa‘a ’l‘apanuh ’I‘engah
Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Dewan Perw: akﬂan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakllan Rakyat Daerah vang berkedudukan sebagai unsur

penyelengga1 a pemenntah dae1 ah. -

Kecamatan adalah w1layah kerja Camat sebagau Perangkat Daerah Kabupaten. |
!

Camat adalah merupakan unour perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan

yang melaksanakan pehrqpahan bebag1an wewenang Bupati -untuk menangani
sebagian urusan otonomi <§laerah.

Desa adalah kesatuan_m‘f{;lsyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk _mengatihr dan ‘mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

10.

11.

. - ) ' '
masyarakat ~setempat . berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,
dan /atau halk Lradlslonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Repubhk Indonema

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. ‘

Pemerintah Desa adalah 'K\,pala Desa dibantu dibantu perangkat desa sebagai

unsur penyelenggara Pemenntahan Desa.
_ :!
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Badan Permusvawaratan Desa yang selanjutnya dlsmgkat dengan BPD adalah

<<<<<

Lembaga yang melaksanakan fungs1 pemermtahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakllan wilayah dan ditetapkan

N .m.f' \ l
secara demokratls o ; - :; _ '

Musyawarah Desa adalah ‘rnusyawarah yang dlselenggarakan oleh BPD khusus

- untuk pem1hhan Kepala desa antar waktu

14.

15.

16.

Permhhan Kepala Desa acﬁalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam

rangka memlhh kepala desa yang bers1fat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur
dan adil. . fg; - | |
Panitia Pemilihan Kepala fDesa tingkat desa yang selanjutnya disebut dengan
P2KD  adalah pan1t1a yang dlbentuk BPD untuk menyelenggarakan proses
Pemilihan Kepala Desa; ! e

Panitia Pemilihan Kepala‘: Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut

. Panitia Pemilihan Kabupa‘cen adalah pan1t1a yang dibentuk Bupati pada tingkat

17.

kabupaten dalam mend ukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
g
Kepala Desa adalah peJabat pemenntah desa yang mempunyai wewenang, tugas

dan kewapban untuk .|5 menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas darl Pemenntah dan Pemerintah Daerah.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

Pemilih adalah pendudu-k desa yang bersangkutan dan telah mernenuhi

per syaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

Calon kepala desa adalah bclkal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh
P2KD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.

Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara

terbanya k dalarn pelaksanaan Permhhan Kepala Desa

Penjabat kepala desa adalah Pegawau Negeri Slpll di hngkungan Pemerintah
Daerah yang dlangkat oleh PEJabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas,

hak dan wewenang serta kewaJ1ban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk

mendapatkan bakal caldn 1dar1 penduduk desa setempat.

Penyanngan adalah selek51 yang dllakuakan panitia pemilihan terhadap bakal

calon balk dan ‘segl ; a,dmlnlstra51 dan atau kemampuan, dan atau
keperrumpman S |

. Daftar pemilih sementara|yang selanjutnya disingkat dengan DPS adalah daftar

pem1l1h yang disusun berd,lasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum
S
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25.

26.

27.

28.
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‘terakh1r yang telah dme;baharm dan dicek kembah atas kebenarannya serta

ditambah dPngan pem111hap baru.

Daftar Perruhh Tambahan adalah daftar pem111h yang disusun berdasarkan

usulan dar1 pem111h karena yang ‘bersangkutan belum terdaftar dalam daftar

pemlhh sementara |
l

Daftar Pem111h Tetap yang oelanjutnya dlslngkat dengan DPT adalah daftar
pem111h yang telah dltetapkan oleh P2KD sebagai dasar penentuan identitas
permhh dan jumlah pemlhh dfdam Pemlhhan Kepala Desa.

Kampanye adalah suatu k_eglatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk

meyakinkan para pemilih Id'alam rangka mendapatkan dukungan.

Tempat pemungutan suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat

dﬂaksanakannya pemungutan suara.

*' . BABI
FASILITATOR KECAMATAN PEMILIHAN KEPALA DESA
o - Pasal2

Bahwa dalam rangka merunjang kelancaran pelaksanaan tugas — tugas Panitia

'Pemlhhan tingkat Kabupatén, maka dibentuk fasilitator Kecamatan Pemilihan

Kepala Desa yang ditetapk?n dengan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

keanggotaan fasilitator. Kécématan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Camat
selaku ketua fasilitator, 5'1' (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang anggota yang
berasal dari apargt kecamatan

3 "l

Fas111tator Kecamatan Pen‘nhhan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempuny ai tugas meh}jutl

a. menyampalkan surat s[uara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan

lainnya kepada PZKD |

b. memfas1l1ta31 penyelesa;an permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat

. l
: kecamatan : . ,; S
: Ty : {

c. melakukan evaluam dan‘ pelaporan pelaksanaan Pemlhhan Kepala Desa.

d. Membantu Pamtla Permhhan T1ngkat Kabupaten dalam melaksanakan ujian

wawancara dan ujlan teli"tuhs terhadap Bakal Calon Kepala Desa

e. Melaksanakan tugas- dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tapanuli Tengah!

l
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:; BAB III
- SURAT SUARA
' . o Pasal 3
(1) ‘Bentuk dan model_ surat;._:s‘lgi;a‘ra adalah sebagai berikut :

a. Bentuk vsufa't s'uara‘s;;a.g:ji? empét ﬁkﬁran 21,5 cm x 33 cm dengan warna dasar
A-p'utih o | o |

b. Model sura’t-suaré_d"ﬂipgét' déngéh'tanda :
1 Bagiéh.dalé‘rﬁ ber1o1kan F'ot‘o' Nama dan nomor urut calon Kepala Desa yang

~ berhak d1p111h berukuran 4,5 cm x 6 cm yang jumlahnya disesuaikan
dengan banyaknva calon yang berhak dipilih.

2. Baglan luar chsebelah atas bel tuhsan

' : 'u

PANITIA PEMILlHAN I&EPALA DEQA
, | |;

KABUPATEN TAPANULI TENGAH _

KECAMATAN

Harus mema-kai Lafnbang Daerah
, I i
(2) Pada baglan 1uar sebelah km bawah dltandatangam oleh Ketua dan Sekretaris
Pamtla Permhhan Kepala Desa E .'i s ‘ '

i
! i
i !

BiER
P , o ' BABIV

CALON KEPALA DESA DARI KEPALA DESA PENJABAT KEPALA DESA,

PI%RANGKAT DESA dan BPD

J Pasal 4
(1) Kepala Desa dan PenJabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri sebagai

Kepala Desa diberi cut1 seJak d1tetapkan sebagai calon tetap sampai dengan

selesamya pela.ksanaan penetdpan calon terplhh

(2) Dalam hal pelaksanaan ,;cu‘u, kepala desa menyampaikan permohonan cuti
secara tertulis yang dituju."jl_{an kepada Camat selambat-lambainya 7 (tujuh) hari
sebelum pendaftaran sebaéai calon kepala desa.

(3) Camat menerbltkan surat cut1 bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai

calon kepala desa " sampa:x dengan selesamya pelaksanaan penetapan calon
kepala desa terpilih.

(4) Selama masa cuti sebagafmana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang

' menggunaxan fasﬂltas pemermtah desa untuk kepentlngan sebagai calon Kepala

!2 !'
Desa. o

* B
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(5)°

(6)

Dalam hal- Kepala Desa cut1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), S¥kretaris

Desa melaksanakan tugas "dan kewapban Kepala Desa.

Dalam hal Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, salah
satu Kepala Urusan melai{sanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang

ditetapkan dengan Keputusan Camat.

R E Pasal 5
Perangkat desa yang mencalonkan d1r1 dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti

terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa

. sampai dengan aelesamya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
|

Dalam hal pelaksanaan cut1 pelangkat desa menyampaikan permohonan cuti
secara tertuhs yang dltuJukan kepada Kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh)

har1 oebelum pendaftaran sebaga1 calon kepala desa.
-i . . ‘; - |
Kepala Desa' menerbltkan} surat _qu_t1 bag1 perangkat desa yang mencalonkan

kembali sebagai calon kéjpala désa sampai dengan selesainya pelaksanaan

penetapan calon kepala desa ferpilih.

Apablla sampa1 dengan 3 (tlga) han seJak diterimanya surat permohonan sebagai

mana dimaksud pada ayat 2 (dua) kepala Desa tidak mengeluarkan surat cuti,

'maka Camat rnernbem surat cut1 kepada perangkat desa dimaksud

’I‘ugas perangkat desa %ebagaumana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh

 perangkat desa lamnya T s

1

- Pasal 6
| ; .

Badan Permusyawaratan lII)esa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala

Desa harus mengajukanipengunduran diri terh1tung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebaga1 bakal calon kepala desa.

Dalam hal pengundulan d1r1 BPD, BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menyampalkan permohonan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan dan

Peraturan Perundangan iy_:ang, berlaku.
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(1)

(1)

(2)
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:E'?" - Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari PNS
' ' Pasal 7

. : ‘ _
PNS yang mencalonkan d1r1 dalam pem111han kepala desa harus mendapatkan

1z1n tertuhs dan PeJabat Pernbma Kepegawman

PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa paling tinggi
pangkat / golongan PENATA (111 /c)

Dalam hal PNS sebaga;imana difaksud pada 'ayat (1) terpilih dan diangkat

“ menjadi Kepala De.vsa',:’?- yang -bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatann'ya' selama me!hjadi Kep'ala Desa tanpa kehilangan hak sebagai
Pegawai Negeri Sipil. . -

PNS yang terpilih dan ciiangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksut
pada ayat (2) berhak m%endapatkan tunjangaﬁ Kepala desa dan penghasilan
lainnya yang sah. | ! o -

B

LIRS

 BABV
PEMBIAYAAN
Pasal 8

R A
° l

B1aya Pemlhhan Kepala 'Desa dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah secara proporomnal

Jika biaya pemlhhan Kepa.]a Desa yang dibebankan pada APBD tidak mencukupi
maka panitia dapat dapat membebankan kepada calon kepala desa dengan

terlebih dahulu dladakén musyawarah antara P2KD dengan Calon Kepala Desa
yang d1fas111tas1 oleh Camaf.

Besaran Jumlah b1aya pemlllhan Kepala Desa yang d1bebankan kepada calon

Kepala Desa adalah hasﬂ dar1 mubyawarah
o _
Hasil Musyawarah sebagalrnana dlmaksud pada ayat (3) dltuangkan dalam

Keputusan Pan1t1a Permhhan Kepala Desa yang dlsetUJul oleh Camat.

Apabila terjadi permhhan ulang calon kepala desa dikarenakan adanya 2 (dua)

- orang atau lebih peserta pemlhhan calon Kepala Desa memperoleh suara yang

sama Jumlahnya makat b1aya pem111han ulang d1bebankan kepada calon yang
menglkutl pemlhhan ulang dimaksud.

Biaya Pemilihan Kepaxa Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belarga Desa .
I 8
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. 'BAB VI
‘_ﬁTKETFNTUANPENUTUP
SR Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupatl‘lnl mulal berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor 18 Tahun 2015 tentangz, i’ermhhan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. ’

LY

| _ 'Pasal 10

Peraturan Bupat1 ini muleu berlaku pada tanggal d1undangkan

ini dengan penempatannya da lam Berlta Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
o :

SR _' : : Dltetapkan di Pandan
B Febman 30l6

e s e

Rt et P 2T

Agar set1ap orang me"lgetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan Bupati-



